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ABSTRAK 

        Pesatnya perkembangan pembangunan wilayah perkotaan Indonesia, diikuti 

oleh peningkatan perpindahan sebagai rakyat pendesaan kekota dengan anggapan 

akan memperoleh kehidudapn lebih baik.hal ini tentunya sangat berdampak pada 

peningkatan jumlah penduduk kota yang juga sebanding dengan limbah yang akan 

dihasilkan.namun tidak disertai secara langsung dengan penyediaan sarana dan 

prasarana yang sebanding oleh pemerintah,akibat pelayanannya yang ada tidak 

maksimal dan terjadi penurunan kwalitas lingkungan.Untuk menjelaskan 

bagaimanakah pelaksanan ,hambatan, serta upaya peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan Terhadadap Pengangkutan Sampah di Kecamatan 

Rumbai Pesisir. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan 

kategori efektifitas hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru Keca-

matan Rumbai Pesisir terhadap kebersihan Kota. 

        Pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir Ko-

ta Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, bahwa pengangkutan sampah di 

Kecamatan Rumbai Pesisir belum maksimal karena yang mengangkut sampah di 

Kecamatan Sukajadi bukan berasal dari pihak Pemerintahan melainkan dari pihak 

orang perorangan pribadi yang mau mengangkut sampah dari rumah ke rumah 

warga masyarakat Kecamatan Sukajadi. 

 

Kata kunci : Sampah, Peraturan Daerah, Retribusi sampah, Pengangkutan sampah  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pesatnya perkembangan pembangunan wilayah perkotaan Indonesia, diikuti 

oleh peningkatan perpindahan sebagai rakyat pendesaan ke kota dengan anggapan 

akan memperoleh kehidupan lebih baik.hal ini tentunya sangat berdampak pada 

peningkatan jumlah penduduk kota yang juga sebanding dengan limbah yang akan 

dihasilkan.namun tidak disertai secara langgsung dengan penyediaan sarana dan 

prasarana yang sebanding oleh pemerintah,akibat pelayanannya yang ada tidak 

maksimal dan terjadi penurunan kwalitas lingkungan, khusus pada permasalahan 

penganggkutan sampah kota. Untuk menanggulangi permasalahan ini, sangat 

dibutuhkn peranan pemerintah yang didukung oleh kepedulian masyrakat kota 

setempat.
1
 

 Pengelolaan sampah harus semkain diperhatikan karena berhubungan 

dengan evisiensi biaya. Transpotasisampah adalah sub-sistem persampahan yang 

bersasaran membawa sampah dari loki pemerintah atau dari sumber sampah 

secara langsung menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan optimasi sub-

sistemini diharapkan penganggkutan sampah menjadi mudah, cepat, sertabiaya 

relative murah dengan tujuan akhir menimbulkan penumpukan sampah yang akan 

memberi dampak langsung bagi kesehatan masyrakat dan keindahan kota. Mem-

inilisasi jarak dan waktu tempat merupakan solusi utama dari perencanaan rute 

                                                             
1
 Soemirat, Slamet Ekologi Manusia, (Yogyakarta: Gadjah Mada,2005) hlm.16 
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pengangkutan sampah. Rute pengangkutan sampah yang dibuat haruslah efektik 

dan efesien sehingga didapatkan rute pengangkutan yang paling optimum. 

 Sebagai Ibukota Provinsi Riau Kota Pekanbaru dewasa ini telah berkem-

bangan cukup pesat dalam sektor pembangunan fisik kota perekonomian sejak 

digulirkannya pelaksanaan Otonomi daerah. Pesat nya pertumbuhan sektor terse-

but berdampak pada perkembangan fisik wilayah kota Pekanbaru dan meningkat-

kan pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikasi akibat urbanisasi. Jika 

difokuskan kepada permasalahan yang dapat dikatagorikan cukup serius untuk 

segera ditangani. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya sampah yang tidak 

memiliki tempat penampungan sampaah yang permanen dihampiri seluruh wila-

yah pemukiman penanganan sampah pemukiman perimihan memerlukan aktif 

individu dan kelompok masyarakat terhadap sampah berakibat terjadinya pe-

nangganan dan penggangkutan sampah yang kurang baik dan terkendala. Perma-

salahan sampah dapat diatasi apabila adanya koordinasi antara masyarakat dan 

pemerintah penggelolaan dan pengangkutan sampah diperkotaan yang tidak meli-

batkan masyarakat akan dipersulit pemerintaaan sebagai penyediaan pelayanan 

persampaan perkotaan. 
2
. 

 Terkait dengan permasalahan sampah pemerintah daerah Kota Pekanbaru 

mengeluarkan peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang retri-

busi pelayanan atau persampahan. Dengan perlimbahan wewenang tersebut wali-

kota berharap masyarakat akan lebih peduli dengan kebersiahan karena melibat-

kan lurah dan camat, kebersihan akan lebih optimal. Perkembangan perumahan Di 

                                                             
2
 Mengelola Sampah untuk Pupuk & pestisida organik  
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Kota Pekanbaru semakin pesat. Seperti yang terjadi di kecamatan Rumbai Pesisir 

Kota Pekanbaru. Rata-rata penduduk yang tinggal di perumahan hanya penduduk 

sekolah menengah tingkat atas kebawah.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 

1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Ta-

hun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap 

Pengangkutan Sampah di Kecamatan Rumabai Pesisir? 

2. Apakah faktor yang menghambat dalam pelaksanaan peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Per-

sampahan/Kebersihan Terhadap Pengangkutan Sampah di Kecamatan 

Pesisir? 

3. Apakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengangkutan sampah ber-

dasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan bagaimanakah pelaksanan peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan Terhadadap Pengangkutan Sampah di Kecamatan 

Rumbai Pesisir? 
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b. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan Terhadap Pengankutan Sampah di Kecamatan 

Rumbai Pesisir? 

c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengangkutan 

sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan? 

 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk dapat meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman penulis dalam bidang hukum khususnya berkaitan dengan 

masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. 

b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna unuk 

pengembangan dalam ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum,sekaligus 

dapat diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi peneliti lainnya. 

c. Prespektif praktis, diharapkan dapat berguna bagi Pemerintahan khususnya 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan pihak lainnya, 

sertamasyarakat yang membutuhkan informasi dan referensi berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 
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C. Kerangka Teori  

Indonesia merupakan negara hukum (recht staat), dan bukan merupakan 

negara kesatuan (macht staat). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa 

“negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip-prinsip negara hukum senanti-

asa berputar pada 2 (dua) isu pokok yaitu masalah pembatasan kekuasaan dan 

perlindungan hak asasi manusia (HAM), ada (12) pokok yang menjadi pilar 

utama penyanggan negara hukum, yaitu:  

1. Supremasi hukum  

2. Persamaan dalam hukum  

3. Asas legalitas  

4. Pembatasan kekuasaan  

5. Organ-organ pendukung yang independen  

6. Peradilan bebas dan tidak memihak  

7. Peradilan tata usaha negara  

8. Peradilan tata negara  

9. Perlindungan HAM  

10. Bersifat demokratis  

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara  

12. Transparasi dan kontrol sosial
3
  

Mengenai HAM telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999, yang menyatakan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak 

                                                             
3
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), hlm.132.  
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yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhaluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung 

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi ke-

hormatan sertaperlindungan harkat dan martabat manusia”.  

I Dewa Gede Pal Guna, menyatakan bahwa dari kedua belas prinsip-prinsip 

negara hukum tersebut, dalam kaitannya dengan perlindungan HAM atas ling-

kungan hidup yang baik dan sehat, jaminan HAM harus diikuti penegakan hukum 

bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara tidak 

boleh mengurangi artidan makan kebebasan dasar dan hak asasi. Dengan per-

kataan lain, jika suatu negara HAM terabaikan atau pelanggaran terhadapnya tidak 

dapat diatasi secara adil, maka negara itu tidak dapat di sebut negara hukum da-

lam artiyang sesungguhnya.
4
  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak 

konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Maka dari itu Pemerintah dan 

seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan perlin-

dungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, 

agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi 

warga negara indonesi.  

Agar terjaminnya pemenuhan dan perlindungan HAM setiap warga negara 

Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebgaimana yang telah dia-

                                                             
4
 I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitutional (Constutional Complaint) Upaya Hukum 

Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitutional Warga Negar, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 

hlm.109.  
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manatkan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pemda) harus melakukan berbagai 

upaya guna pelestarian lingkungan hidup. Perlindungan yang diberikan 

Pemerintah adalah perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan 

bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM 

yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum”.
5
  

Tata kelola Daerah atau Pemerintahan yang sering dikenal dengan sebutan 

good governance, maksudnya adalah salah satu yang berkaitan dengan kebijakan 

yang dibuat sertatindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau 

mempengaruhi urusan publik untuk dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 
6
 Good governece tidak mencakup dalam pengelolaan uru-

san Pemerintahan saja, tetapi juga mencakup semua lembaga baik dari Pemerinta-

han maupun bukan Pemerintahan.  

Tata kelola Daerah atau good governance secara umum menyangkut ter-

hadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Tata kelololah 

Daerah dapat ditinjau pada Pemerintahan dari segi fungsional dengan aspek good 

governance, yaitu apakah Pemerintahan telah berfungsi secara efektif dan efisien 

dalam upaya mencapai tujuan yang telah di rancang atau justru sebaliknya dimana 

Pemerintahan belum berjalan secara efektif dan efisien.
7
  

                                                             
5
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.  

6
 Sedermayanti, Good Governance (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi 

Daerah (Bandung: PT. Mandar Maju, 2003), hlm.3.  
7
 Ibid, hlm. 5.  
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Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama untuk 

mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan nega-

ra. Untuk mewujudkan hal tersebut maka menurut Sedermayanti diperlukan sis-

tem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan 

Pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berdaya guna dan bertanggung ja-

wab.
8
  

Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi Dae-

rah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi Daerah). Desentralisasi 

fiskal dapat dilaksanakan melalui penentuan sumber pendapatan untuk Daerah 

yang dapat di eksplorasi dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masingmas-

ing. Otoritas daerah di wujudkan dengan mengumpulkan pajak dan retribusi. 

Kewenangan untuk mengenakan untuk pemungutan pajak pada penduduk lokal 

adalah untuk membiayai layanan publik merupakan elemen penting dalam sistem 

Permerintahan Daerah. Dengan kata lain, faktor keuangan adalah faktor yang 

mempengaruhi tingkat kapasitas Daerah dalam melaksanakan otonomi. 

Pemerintah Daerah tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien 

tanpa biaya yang cukup untuk menyediakan layanan dan pengembangan, dan keu-

angan ini berbeda dalam satu kriteria dasar untuk mengetahui kemampuan ynata 

Daerah tersebut untuk mengelola rumah tangga sendiri. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 angka 64 menyebut-

kan pengertian Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentuyang khusus disediakan dan/atau diberikan 

                                                             
8
 Sedermayanti, Good Governance, (Keperintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, 

Loc. Cit.  
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oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada bebera-

pa jenis retribusi tertentudapat dikatakan tidak dapat dipungut apabila potensi 

penerimaanya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/Daerah untuk memberikan 

pelayanan secara cuma-cuma. 
9
 

Beberapa ciri-ciri yang ada dalam retribusi saat ini yang di pungut di Indo-

nesia menurut Marihot P. Siahaan adalah sebagai berikut:  

A. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Un-

dang-Undang dan peraturan Daerah yang berkenaan;  

B. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintahan Daerah; 

C. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi 

(balas jas) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pem-

bayaran yang dilakukan;  

D. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah yang dinamakan oleh orang atau badan; 
10

 

E. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara 

ekonomis, yaitu tidak membayar retribusi, tidak akan mem-

peroleh jasa yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Dari pengertian retribusi di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi meru-

pakan pemungutan yang dilakukan oleh pejabat berwenang memungut retribusi 

kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegas secara langsung dan 

                                                             
9
 Sedermayanti, Good Governance (Keperintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, 

Loc. Cit.  

 
10

 Brotodiharjo, R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: Refika Aditama, 2003), 

Op.Cit., Hlm. 23 
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dapat dipaksa penagihannya. Memaksa disini maksudnya paksaan dari segi 

ekonomi yaitu, dengan membayar retribusi maka akan menikmati jasa dari negara.  

Bila seorang yang ingin menikmati jasa yang disedikan dari Pemerintah 

Daerah, maka ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan Pemerintah 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuaan Undang-Undang tentang pengel-

olaan dan pelayanan persampahan, pada Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1994 membererikan hak kepada 

setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat 

dari Undang-Undang ini merupakan konsekuensi bagi Pemerintah dalam mem-

berikan kewajiban terhadap pelayanan publik tentang pengelolaan sampah dan 

pelayanan persampahan/kebersihan, hal ini memberikan konsekuensi hukum yang 

harus ditanggung bahwa Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan ber-

tanggung jawab dalam bidang pengelolaan dan pelayanan persampahan meski 

secara operasional pengelolaan dan pelayanan persampahan ini juga bisa beker-

jasama dengan badan usaha lainya. Selain itu upaya pengelolaan 
11

 persampahan 

juga bisa dilakukan oleh organisasi dan kelompok masyarakat untuk ikut sertada-

lam kegiatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dalam rangka menyeleng-

garakan pelayanan persampahan secara terpadu dan konferhensif, memenuhi hak 

dan kewajiban masyarakat, sertatugas dan wewenag Pemerintah dan Pemerintahan 

Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam 

bentuk Undang-Undang. Pengaturan hukum dalam pelayanan persampahan dalam 
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 Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah Retribusi Daerah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 

hlm. 7 
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Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, bermanfaat, 

keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan keamanan dan nilai ekonomi. 

 

E. Metode Penelitiaan 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan kategori  

efektifitas hukum. Penelitian efektifitas hukum membahas tentang hukum yang 

beroperasi di masyarakat, sehingga dapat menjelaskan efektifitas berlakunya 

hukum dalam masyarakat itu sendiri 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Pesisir ter-

hadap kebersihan Kota. Lokasi penelitian ini dipilih karena  

mempertimbangkan fenomemena tidak berjalannya pembayaran terhadap retribusi 

kebersihan sebagaiman yang telah di tentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2012
12

 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari Camat Lurah/Pejabat Lurah 

Ketua RW Ketua RT dan Masyarakat yang Menggunakan Jasa Kecamatan 

Rumbai Pesisir, karena masing-masing berjumlah 1 orang maka secara sensus 

langsung ditetapkan menjadi sample. Untuk lebih jelas tentang keadaan populasi 

dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
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 Aan Andri  Yana,  hak  kewajiban  serta tanggung  jawab, 

http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/hak-kewajiban-seRTa-tanggung-jawab.htmldiakses pa-

dahari kamis tanggal 11 juni 2015. 
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Tabel I.1 

Populasi dan Sampel  

 

No.  Populasi  Jumlah  Sampel  Presentase  

 
1. Camat                   1                                     1                 100                % 

2. Ketua RW         1          1   100              % 

3. Masyaraka yang   1             1      100          % 

Menggunakan Jasa 

 

Sumber primer: diolah tahun 2020.  

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer ini di peroleh dan dikumpulkan secera langsung baik 

melalui obeservasi penulisan dan informasi yang diperoleh dari sampel melalui 

wawancara dan kuisioner mengenai hal-hal terkait dengan masalah yang diteliti 

b. Data Sekunder 

Data skunder ini diperoleh melalui kajian keperpustakaan yang bersifat men-

dukung data premier.  

c. Data Tertier  

Data tertier diperoleh melalui ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk  

mendukung data premier dan data skuder.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung  
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c. Wawancara  

Wawancara dilakukan secara terstuktur, maksudnya penulis terlibih dahulu telah 

menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti se-

hingga wawancara dengan sempel menjadi fokus dan terarah.  

d. Kajian keperpustakaan  

Teknik ini merupakan peran aktif penulis mencari dan membaca keputusan atau 

referensi yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.  

6. Analisis Data 

Setelah data data yang diproleh melalui observasi dan wawancara terpilih 

dikelompokkan dan dipilih lalu di sajikan dalam bentuk narasi. Data dari 

kepustakaan di inventarisasi sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan No-

mormatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulisan melakukan 

interprestasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk urain 

kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berkaitan 

dengan permasalahn. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara 

dedukatif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang ber-

sifat umum ke pernyataan atau adil yang bersifat khusus. Terkumpul kemudian 

dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik pada suatu kesimpulan dengan 

menggunakan metode berfikir induktif dari permasalahan yang bersifat khusus 

menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir 

Kota Pekanbaru, bahwa pengangkutan sampah di Kecamatan Rumbai 

Pesisir belum maksimal karena yang mengangkut sampah di Kecamatan 

Sukajadi bukan berasal dari pihak Pemerintahan melainkan dari pihak orang 

perorangan pribadi yang mau mengangkut sampah dari rumah ke rumah 

warga masyarakat Kecamatan Sukajadi.  

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kecamatan 

Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru terjadi karena masyarakat tidak taat dalam 

membayar retribusi sampah, kurangnya petugas pengangkut sampah yang di 

pekerjakan, kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pemahaman 

tentang retribusi sampah, banyaknya pungutan liar yang bukan berasal dari 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan karena di lingkungan tersebut 

masih banyak RT/RW yang melakukan pungutan sendiri.  

3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di 

Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ialah 

a. Memonitori secara tersusun tiap pagi jam 09.00. 

b. Membuat baliho atau spanduk disetiap tempat pembuangan sampah liar. 

c. Mengajak masyarakat atau RT dan RW untuk musyawarah terhadap 

sampah. 
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B. SARAN 

1. Kepada pihak Kecamatan Kelurahan, Tingkat RW dan RT hendaknya 

berkoordinasi melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya 

yang padat penduduk secara simultan dan terus menerus. Selain itu, 

melakukan pembinaan dan pengawasan agar dapat membuang sampah pada 

tempatnya yang sudah disediakan oleh pemerintah agar pelaksanaan 

pengangkutan sampah dapat terlaksana dengan baik di masa yang akan da-

tang.  

2.  Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dapat 

melengkapi sarana dan prasarana pengangkut sampah sesuai dengan rasio 

(jumlah) sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, perlu adanya kejelasan 

terhadap sumber daya pengangkut sampah sehingga tidak ganti-ganti dan 

selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan artipentingnya 

kebersihan.  

3. Konsistensi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 

tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Keca-

matan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru terutama terhadap pengangkutan 

sampah. Pelaksanaan dan pengawasan sangat diperlukan dalam merealisasi-

kan dan mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat Kota Pekanba-

ru. 
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